
No.1826, 2014 KEMENTAN. Benih Tanam. Pemasukan.
Pengeluaran. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 127/Permentan/SR.120/11/2014

TENTANG

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
38/Permentan/OT.140/8/2006 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
68/Permentan/ OT.140/11/2007 dan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007 telah
ditetapkan Pemasukan dan Pengeluaran Benih;

b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pemasukan benih
dan pengeluaran benih tanaman menjadi kewenangan
Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, dan dengan adanya
perkembangan teknologi serta memperlancar pelayanan
pemberian perizinan pemasukan dan pengeluaran benih
tanaman, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/11/2007 dan
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Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/
OT.140/11/2007;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Pengesahan International Treaty on Plant Genetic
Resources For Food and Agriculture (Perjanjian mengenai
Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan
Pertanian) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4612);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5613);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang
Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang
Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4498);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4347);

12. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang
Badan Benih Nasional;

13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi
Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;

14. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Penetapan Keanggotaan Indonesia pada International Seed
Testing Association (Asosiasi Pengujian Benih
Internasional);

15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang
Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
93);

16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/
9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal
Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan
Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor
3599/Kpts/ PD.390/10/2009;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/
OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan
Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/
OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian;
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20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/
OT.140/7/2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan
Sumber Daya Genetik Tanaman (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 435);

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/
OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan
dan Penarikan Varietas (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 623);

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/
OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu
Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 6);

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/
OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan
Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina
dan Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);

24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1739/Kpts/OT.160/
5/2012 tentang Pembentukan Komisi Nasional Sumber
Daya Genetik sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pertanian Nomor
4132/Kpts/OT.160/4/2013;

25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2485/Kpts/OT.140/
7/2012 tentang Penunjukan Balai Besar Pengembangan
Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
sebagai Perwakilan Indonesia dalam Keanggotaan
International Seed Testing Association/ISTA (Asosiasi
Pengujian Benih Internasional);

26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3517/Kpts/OT.160/
10/2012 tentang Tim Pembinaan, Pengawasan dan
Sertifikasi Benih (TP2S) Tanaman Pangan dan
Perkebunan;

27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4472/Kpts/OT.160/
7/2013 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V)
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan
Ternak;

28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/
HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian
Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1323);

29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/
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SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan
Peredaran Benih Bina (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN
DAN PENGELUARAN BENIH TANAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau
bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau
mengembangbiakkan tanaman.

2. Tanaman adalah tanaman pangan, tanaman perkebunan dan
tanaman hijauan pakan ternak.

3. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang
produksi dan peredarannya diawasi.

4. Produk Rekayasa Genetik adalah organisme hidup, bagian-bagiannya
dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru
yang merupakan penerapan dari bioteknologi modern.

5. Pelepasan Varietas adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu
varietas hasil pemuliaan di dalam negeri dan/atau introduksi yang
dinyatakan dalam keputusan Menteri Pertanian bahwa varietas
tersebut merupakan suatu varietas unggul yang dapat
disebarluaskan.

6. Pemasukan Benih adalah serangkaian kegiatan untuk memasukkan
benih tanaman dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

7. Pengeluaran Benih adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan
benih dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Izin Pemasukan adalah keterangan tertulis berisikan hak yang
diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada badan
usaha, badan hukum, instansi pemerintah, Pemerhati Tanaman, dan
Pelanggan Luar Negeri untuk dapat melakukan kegiatan pemasukan
benih.

9. Izin Pengeluaran adalah keterangan tertulis berisikan hak yang
diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada
perseorangan, badan usaha, badan hukum, dan instansi pemerintah
untuk dapat melakukan kegiatan pengeluaran benih.


